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Abstrak 
Penelitian ini dirancang untuk menemu dan memahamkan makna 
dan implikasi kuasa pengguna anggaran dalam pengelolaan keuangan 
daerah. Hal ini dilatarbelakangi oleh isu kesalahkaprahan beberapa 
daerah dalam menafsirkan ketentuan mengenai kuasa pengguna 
anggaran sebagaimana terindikasi dari keragaman implementasinya 
dalam pengelolaan keuangan daerah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan memberi 
pemahaman tentang makna dan implikasi kuasa pengguna anggaran, 
juga melakukan evaluasi atas implementasi kuasa pengguna anggaran 
dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasilnya diharapkan berguna bagi 
para pejabat pengelola keuangan daerah dalam menjalankan peran dan 
fungsinya secara optimal dan bertanggung jawab. 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah statute 
approach dengan mengadaptasi data yang bersumber dari bahan hukum 
primer, sekunder, dan tertier melalui instrumentasi bahan pustaka. Data 
dianalisa secara kualitatif untuk menghasilkan simpulan yang 
komprehensif dan mendalam serta rekomendasi yang konkret dan 
aplikatif. 
Kata Kunci : Kuasa Pengguna Anggaran  
 
Abstract  
This research is created to discover and understand meaning and 
implication of authorized financial user in managing local finance. This is 
inspired by misunderstanding issues of some local government to interpret 
regulation of authorized financial user as is indicated from various 
implementation of the authorized financial user in managing local finance. 
The research’s aim is to address and give understanding of the 
meaning and implication of authorized financial user, as well as to 
evaluate the implementation of it. The outcome is expected to bring some 
benefit to local financial management officer. 
This research will be conducted by adopting statute approach to 
adapt primer, secondary, and tertier data as instrument of references. The 
data, then, will be analyzed qualitatively to ascertain comprehensively and 
deeply conclusion, as well as to get concrete and applicative 
recommendations. 






Sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, daerah (provinsi, kabupaten/kota) diberi 
kewenangan melaksanakan seluruh bidang pemerintahan, kecuali 
beberapa bidang kewenangan yang dikecualikan, yaitu politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. 
Implikasi langsung dari kewenangan yang diberikan kepada daerah 
adalah kebutuhan sumber keuangan yang cukup besar untuk membiayai 
pelaksanaan seluruh bidang pemerintahan yang menjadi kewenangannya. 
Oleh karena itu, transfer sumber-sumber fiskal merupakan suatu 
keniscayaan, tanpa diikuti transfer sumber-sumber fiskal niscaya 
penyelenggaraan fungsi pemerintahan tidak akan terlaksana secara 
optimal (Sadu Wasistiono, 2002:11). Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa transfer kewenangan/fungsi pemerintahan dan transfer sumber-
sumber fiskal ibarat ‘two sides of one coin’. 
Transfer sumber-sumber fiskal kepada daerah diwujudnyatakan 
dengan pemberian kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak 
dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-
sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan 
lainnya, hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan 
sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber 
pembiayaan. Sebagai konsekuensi transfer sumber-sumber fiskal, daerah 
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dituntut untuk mampu mengelola keuangannya mulai perencanaan sampai 
dengan realisasi dan pertanggungjawabannya. 
Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa 
kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari 
kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan negara dari 
presiden sebagian diserahkan kepada kepala daerah (gubernur, 
bupati/walikota) untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili 
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Selanjutnya, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dari kepala daerah 
dapat dilimpahkan sebagian atau seluruhnya yang berupa perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta 
pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. 
Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan tersebut didasarkan pada 
prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan 
yang menerima/mengeluarkan uang. 
Aplikasi prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, 
menguji (kewenangan administratif), dan yang menerima/mengeluarkan 
uang (kewenangan kebendaharaan) mewujud dalam dua fungsi utama, 
yaitu kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) selaku 
pejabat pengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan 
kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna 
anggaran/barang daerah. Pelimpahan kewenangan ini membawa 
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konsekuensi bagi kepala SKPD untuk dapat melaksanakan peran dan 
fungsinya sebagai penyedia produk (layanan) secara optimal dan 
bertanggung jawab. 
Namun demikian, tentu saja tidak semua tugas pengelolaan 
keuangan SKPD tersebut dilaksanakan sendiri oleh kepala SKPD. Dalam 
pelaksanaannya, kepala SKPD dapat melimpahkan sebagian 
kewenangannya kepada pejabat-pejabat di bawahnya dalam lingkup 
SKPD yang bersangkutan. Pelimpahan kewenangan tersebut didasarkan 
pada beberapa pertimbangan tertentu. Tidak dapat dibayangkan sekiranya 
semua tugas pengelolaan keuangan SKPD dilakukan sendiri oleh pejabat 
pengguna anggaran. Membuat rencana kerja dan anggaran (RKA) sendiri, 
membuat komitmen sendiri, membuat surat perintah membayar (SPM) 
sendiri, dan melaksanakan pembukuan serta pelaporan keuangan SKPD 
sendiri. Tentu saja hal ini selain ‘ribet’ juga tidak memenuhi kaidah saling 
uji (check and balance) yang menekankan prinsip pemisahan kewenangan 
antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan 
uang. Oleh karena itu, kepala SKPD harus secara bijak dan objektif 
menentukan apakah sebagian kewenangannya perlu dilimpahkan atau 
tidak. Jika pejabat pengguna anggaran memutuskan untuk melimpahkan 
sebagian kewenangannya kepada pejabat-pejabat di bawahnya maka 
didapati apa yang disebut dalam peraturan perundang-undangan di 
bidang keuangan negara/daerah sebagai kuasa pengguna anggaran. 
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Implementasi kuasa pengguna anggaran ini dijumpai pada unit kerja-
SKPD di semua level pemerintah daerah bahkan juga didapati pada 
perangkat pemerintah pusat (Pemerintah) -seperti kementerian negara, 
lembaga pemerintah non kementerian negara, dan lembaga negara. Hal 
menarik untuk dicermati di sini adalah bahwa implementasi kuasa 
pengguna anggaran pada perangkat daerah mempunyai tampakan 
berbeda dengan tampakan pada perangkat Pemerintah. 
Kebedaan tampakan implementasi kuasa pengguna anggaran ini 
menimbulkan isu kesalahkaprahan pemerintah daerah dalam menafsirkan 
konsep kuasa pengguna anggaran. Kesalahkaprahan ini harus dapat 
segera diatasi agar tercipta kesamaan pemahaman tentang makna dan 
implikasi, serta tampakan implementasinya dalam pengelolaan keuangan 
negara/daerah. 
BATASAN MASALAH 
Atas dasar batasan masalah tersebut, diidentifikasikan rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Apa makna dan implikasi kuasa pengguna anggaran dalam 
pengelolaan keuangan daerah? 
2. Bagaimana implementasi kuasa pengguna anggaran dalam 








Makna dan Implikasi Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Salah satu fungsi kekuasaan dalam konteks kenegaraan yang 
didapati pada konstitusi setiap negara adalah fungsi eksekutif. Secara 
negatif, fungsi eksekutif diartikan sebagai keseluruhan fungsi kekuasaan 
menjalankan pemerintahan di luar fungsi perundang-undangan dan 
peradilan (Philipus M. Hadjon, et. al., 1993:6). Fungsi kekuasaan eksekutif 
ini sangat meluas cakupannya meliputi pula kekuasaan di bidang 
pengelolaan keuangan negara/daerah. Hal ini bermakna bahwa 
kekuasaan pengelolaan keuangan negara/daerah inherent dalam fungsi 
kekuasaan eksekutif/pemerintahan. 
Dari segi sumbernya, kekuasaan pengelolaan keuangan negara 
adalah kewenangan yang berdasarkan atribusi. Indroharto (1993:91) 
menuliskan, semua kewenangan yang diciptakan oleh konstitusi adalah 
kewenangan yang bersifat atribusi. Namun, penting dicatat di sini, 
meskipun kekuasaan tertinggi tersebut diatribusikan melalui Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 
sebagai konstitusi tertulis, tidak berarti bahwa kedaulatan rakyat 
sepenuhnya diserahkan seperti yang dipahami dari teori perjanjian 
masyarakat (contrat sociale) yang dikembangkan oleh Thomas Hobbes. 
Seperti dikembangkan kemudian oleh John Locke, kontrak sosial yang 
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menciptakan atribusi itu tidak dengan sendirinya menghilangkan 
kedaulatan rakyat. Rakyat tetaplah pemilik kekuasaan tertinggi dalam 
negara (Jimly Asshiddiqie, 2004:40-41). Rakyat sebagai pemilik 
kedaulatan sebenarnya malah berdiri di luar dan bahkan di atas ikatan 
konstitusional. Malahan sewaktu-waktu, berhak dan dapat mengubah 
konstitusi itu sendiri baik dengan jalan yuridis maupun dengan jalan 
revolusioner. Kedaulatan rakyat jadinya dapat dilukiskan sebagai sesuatu 
yang bersifat ekstra konstitusional. 
Selanjutnya, selaras dengan anutan sistem negara kesatuan (unitary 
state system) yang desentralistik, oleh UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 
ayat (1) dan (2), diamanatkan kekuasaan eksekutif/pemerintahan 
dilimpahkan kepada satuan pemerintahan daerah menurut asas otonomi 
(autonomie) dan tugas pembantuan (medebewind, zelfbestuur, 
coadministration). Pelimpahan kekuasaan tersebut diwujudnyatakan 
dengan undang-undang pemerintahan daerah. Seperti diutarakan di 
muka, karena kekuasaan pengelolaan keuangan daerah inherent dengan 
kekuasaan eksekutif/pemerintahan maka pelimpahan dimaksud meliputi 
pula pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini 
diafirmasi kemudian dalam undang-undang perimbangan keuangan antara 
Pemerintah dan pemerintahan daerah serta undang-undang di bidang 
pengelolaan keuangan. Jadi, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 
dilimpahkan kepada satuan pemerintahan melalui undang-undang 
berdasarkan perintah (opdracht) konstitusi, atau dengan perkataan lain, 
8 
 
pelimpahan itu bukan dilakukan presiden an sich, melainkan dilakukan 
bersama oleh dewan perwakilan rakyat (DPR) dan presiden dalam bentuk 
undang-undang. 
Sehubungan dengan pelimpahan kewenangan ini, dikatakan oleh 
Mustamin Daeng Matutu, et. al. (2004:142) bahwa otonomi dan tugas 
pembantuan termasuk masalah desentralisasi. Oleh karena itu, 
desentralisasi termasuk persoalan delegasi. Otonomi dan tugas 
pembantuan dua-duanya termasuk pendelegasian. Dari argumentasi ini 
nyatalah bahwa kewenangan/fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh 
daerah merupakan kewenangan yang bersifat delegasi. 
Heinrich Triepel yang dikutip Mustamin Daeng Matutu, et. al. 
(2006:65-66) menguraikan secara mendalam mengenai doktrin 
pendelegasian ini. Menurutnya, pengertian delegation dibedakan dalam 
echte Delegation (pendelagasian sesungguhnya) dan unechte Delegation 
(pendelegasian tak sesungguhnya). Delegasi yang pertama menyebabkan 
delegans kehilangan kompetensinya, sedangkan delegasi yang terakhir 
tidak kehilangan kompetensinya melainkan hanya kehilangan monopoli 
dalam pelaksanaannya saja. Jadi, unechte Delegation ini terjadi bukan 
untuk pembebasan sepenuhnya melainkan untuk peringanan dari suatu 
beban saja. Delegans dengan demikian menciptakan penyerahan 
kompetensi itu sebagai suatu saingan baginya, delegans lalu menjadi 
pasif, sementara delegataris-lah yang aktif menjalankan kompetensi atas 
namanya sendiri dan tanggung jawabnya sendiri. 
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Pembedaan-pembedaan lain diadakan oleh Triepel yang penting 
dicatat di sini adalah antara totale da partielle Delegation dan generelle da 
spezielle Delegation. Totale Delegation adalah pendelegasian yang 
meliputi keseluruhan kompetensi tertentu dari delegans, sedangkan 
partielle Delegation sebaliknya hanya meliputi sebagian kompetensi 
khusus tersebut. Totale Delegation itu terjadi apabila suatu kompetensi 
khusus secara keseluruhannya, sepenuhnya didelegasikan. Partielle 
Delegation apabila hanya sebagian saja dari kompetensi yang 
bersangkutan, didelegasikan. Partielle Delegation dapat bersifat umum 
ataupun bersifat khusus. Dikatakan pendelegasian itu bersifat umum 
apabila dengannya digeserkan suatu kewenangan tertentu dalam pokok-
pokoknya yang diikhtisarkan secara umum. Sebaliknya pendelegasian itu 
bersifat khusus apabila dengannya digeserkan suatu kewenangan tertentu 
secara terperinci (Mustamin Daeng Matutu, et. al., 2004:72-74). 
Mengenai syarat-syarat pendelegasian, Hans Peters yang dikutip 
Mustamin Daeng Matutu, et. al. (2006:104-106) mengemukakan dua 
batas-batas yang penting: 
a. jika suatu kewenangan berdasar atau sumber hukum yang lebih tinggi 
dari yang dikuasai oleh delegans maka pendelegasian tak 
diperkenankan apabila sumber hukum ini nyata-nyata justru 




b. tak ada suatu organ boleh mendelegasikan keseluruhan 
kompetensinya, juga tidak mengenai bagian-bagian yang pokok dari 
padanya kepada lain alat perlengkapan. Dengan perkataan lain, totale 
Delegation tak diperkenankan. Jika suatu organ menyerahkan 
kompetensi seluruhnya kepada lain alat perlengkapan maka berarti-lah 
organ itu mengakhiri wujud (bestaan)-nya sendiri.  
Sementara itu, J.B.J.M. ten Berge yang dikutip Philipus M. Hadjon 
(1998:94) menguraikan syarat-syarat pendelegasian sebagai berikut: 
a. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan 
sendiri kewenangan yang telah dilimpahkan itu; 
b. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan 
untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; 
c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki 
kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; 
d. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans 
berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan 
kewenangan tersebut; 
e. peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan 
instruksi (petunjuk) tentang penggunaan kewenangan tersebut. 
Hal lain yang relevan diketengahkan sehubungan dengan doktrin 
pendelegasian adalah sub delegasi, yaitu pendelegasian kewenangan 
11 
 
delegatif kepada pihak lain atau sering dikenal dengan pendelegasian 
tingkat kedua. Seperti halnya delegasi, sub delegasi juga menyebabkan 
terjadinya pergeseran kewenangan dari sub delegans ke sub delegataris, 
sehingga dengan demikian, sub delegataris a quo selanjutnya bertindak 
atas nama sendiri dan tanggung jawabnya sendiri. Apabila dihubungkan 
dengan argumen Heinrich Triepel seperti yang telah diuraikan di muka, 
sub delegasi masuk dalam kategori echte Delegation (pendelegasian 
sesungguhnya). 
Pertanyaan yang muncul kemudian, apabila kewenangan dapat 
didelegasikan secara bertahap atau bertingkat, dapatkah kewenangan sub 
delegatif tadi digeserkan lagi kepada pihak lain, atau dengan nada tegas, 
dapatkah delegasi tingkat ketiga dilakukan? Penjawaban atas pertanyaan 
ini dapat merujuk pada argumen Hans Peters mengenai batas-batas 
pendelegasian seperti yang telah diuraikan di muka, yaitu ‘jika suatu 
kewenangan berdasar atau sumber hukum yang lebih tinggi dari yang 
dikuasai oleh delegans maka pendelegasian tak diperkenankan apabila 
sumber hukum ini nyata-nyata justru menghendakinya berdasarkan aturan 
kewenangan yang ditetapkannya’, atau dengan nada kontrario, sepanjang 
sumber normatif yang menentukan kewenangan atau yang lebih tinggi dari 
sumber normatif itu memperkenankan maka hal itu dapat dilakukan. 
Merujuk uraian mengenai doktrin pendelegasian, dengan 
dilimpahkannya kewenangan pengelolaan keuangan negara/daerah dari 
institusi jabatan kepresidenan ke institusi jabatan kepala daerah melalui 
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undang-undang berdasarkan opdracht UUD NRI Tahun 1945 maka terjadi 
pelepasan dan penerimaan suatu kewenangan. Dengan pelimpahan itu 
kepala daerah mempunyai kewenangan mengelola keuangan daerahnya. 
Sehubungan dengan kewenangan pengelolaan keuangan daerah 
terdapat beberapa prinsip yang harus dilaksanakan secara konsisten, 
antara lain prinsip prudential yang memisahkan secara tegas antara fungsi 
administrator (administratief beheer) dengan fungsi komptabeliteit 
(comptabel beheer).  
Konsekuensi logis dari pemisahan kewenangan administratif dengan 
kewenangan kebendaharaan adalah keharusan bagi kepala daerah untuk 
melimpahkan kewenangannya kepada pejabat-pejabat di bawahnya. 
Dengan demikian, kewenangan delegatif yang diperoleh kepala daerah 
melalui undang-undang dilimpahkan lagi ke pejabat bawahannya. Di sini 
didapati apa yang disebut sub delegasi. Seperti halnya delegasi, sub 
delegasi menyebabkan terjadinya pelepasan dan penerimaan suatu 
kewenangan, sehingga dengan begitu, sub delegans kehilangan 
kewenangannya atau setidaknya kehilangan monopoli dalam pelaksanaan 
kewenangannya, sementara sub delegataris mempunyai suatu 
kewenangan untuk dilaksanakan oleh, atas nama, dan tanggung jawab 
sendiri. 
Sub delegataris mewujud ke dalam dua fungsi utama, yaitu kepala 
SKPKD selaku pejabat pengelola APBD dan kepala SKPD selaku pejabat 
pengguna anggaran/pengguna barang daerah. Pejabat yang disebut 
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terakhir ini dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk 
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat-pejabat di 
bawahnya pada SKPD berkenaan. Pelimpahan kewenangan tersebut 
dikenal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 
keuangan negara/daerah dengan kuasa pengguna anggaran. Istilah 
‘kuasa pengguna anggaran’ ini mempunyai makna khas, dikatakan 
demikian karena pejabat yang ditunjuk selaku kuasa pengguna anggaran 
dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertindak untuk, atas namanya, dan 
tanggung jawabnya sendiri, sementara dalam paradigma teoretik, kata 
‘kuasa’ menunjukkan pejabat yang bersangkutan bertindak untuk, atas 
nama, dan tanggung jawab pemberi kuasa, atau yang sering disebut 
dalam konsep hukum publik sebagai mandat. Karena itu, pemaknaan 
istilah ‘kuasa pengguna anggaran’ sekali-kali tidak identik dengan mandat 
melainkan pelimpahan kewenangan sub delegatif oleh kepala SKPD 
selaku pengguna anggaran daerah ke pejabat-pejabat di bawahnya selaku 
kuasa pengguna anggaran pada SKPD berkenaan. 
Diskursus mengenai kuasa pengguna anggaran tidak dapat 
dilepaskan dari konsep pengguna anggaran, sebab konsep yang disebut 
pertama dapat dikatakan merupakan derivasi konsep yang disebut 
terakhir. Oleh karena itu, bahasan mengenai kuasa pengguna anggaran 
akan diawali dengan uraian selintas tentang pengguna anggaran. 
Dalam ranah keuangan daerah, pengguna anggaran merupakan 
perwujudan sub delegasi kewenangan pengelolaan keuangan daerah oleh 
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kepala daerah kepada pejabat-pejabat di bawahnya melalui keputusan 
kepala daerah. Sub delegasi ini merupakan suatu keniscayaan mengingat 
luasnya lingkup bidang pengelolaan keuangan daerah, yang 
dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal/anggaran dan 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan sub delegasi 
tersebut, kewenangan pengelolaan keuangan daerah bergeser dari kepala 
daerah ke pejabat-pejabat di bawahnya in casu kepala satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD). Lalu, apakah pergeseran kewenangan itu 
menyebabkan kepala daerah kehilangan kewenangan atas pengelolaan 
keuangan daerah? 
Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: 
Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: 
a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 
daerah; 
b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan 
c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna 
barang. (garis bawah: penulis) 
Memenuhi salah satu asas dalam proses pelaksanaan anggaran, 
yaitu pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan 
yang menerima/mengeluarkan uang, dalam lingkup SKPD diadakan fungsi 
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kebendaharaan yang dilaksanakan oleh bendahara penerimaan dan 
bendahara pengeluaran. 
Uraian selintas di atas memuat beberapa konsepsi dasar, yaitu 
pertama, pengguna anggaran merupakan unit pemerintahan yang memiliki 
kewenangan mengelola anggaran secara mandiri. Kedua, kewenangan 
dimaksud meliputi kewenangan administratif yang dilaksanakan oleh 
pimpinan unit pemerintahan in casu kepala SKPD selaku pejabat 
pengguna anggaran dibantu pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD 
(PPTK-SKPD) dan pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD), 
serta kewenangan kebendaharaan yang secara fungsional dilaksanakan 
oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Ketiga, sebagai 
unit pemerintahan yang mengelola anggaran secara mandiri, pengguna 
anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan 
keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas 
laporan keuangan. 
Bagaimana halnya kuasa pengguna anggaran? Di atas telah 
disebutkan, kuasa pengguna anggaran merupakan derivasi pengguna 
anggaran. Dari sudut pandang atau perspektif doktrin pendelegasian, 
kuasa pengguna anggaran merupakan perwujudan sub delegasi (delegasi 
tingkat ketiga) oleh kepala daerah kepada kepala unit kerja pada SKPD. 
Dengan delegasi tingkat ketiga ini, kewenangan sub delegatif kepala 
SKPD selaku pejabat pengguna anggaran dilimpahkan lagi oleh kepala 
daerah kepada kepala unit kerja pada SKPD berkenaan selaku (pejabat) 
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kuasa pengguna anggaran. Pelimpahan kewenangan dimaksud 
dinyatakan dalam PP No. 58 Tahun 2005, Pasal 11 ayat (1) yang telah 
dikutip di muka, dan dipertegas kembali dalam Permendagri No. 59 Tahun 
2007, Pasal 11 ayat (1) dengan rumusan yang hampir  sama. Dalam 
rumusan kedua ketentuan tersebut terdapat frasa ‘melimpahkan sebagian 
kewenangannya’. Secara kontrario, frasa ini bermakna kewenangan sub 
delegatif pejabat pengguna anggaran tidak diperkenankan untuk 
dilimpahkan seluruhnya oleh kepala daerah kepada kepala unit kerja 
selaku (pejabat) kuasa pengguna anggaran, karena hal itu akan 
mengakhiri wujud pengguna anggaran. Kewenangan yang dilimpahkan itu 
bertalian dengan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan 
program dan kegiatan sesuai bidang tugas unit kerja berkenaan. 
Pelaksanaan program dan kegiatan tentu saja tunduk pada sistem 
APBD yang meniscayakan adanya perencanaan yang dituangkan dalam 
rencana kerja dan anggaran (RKA) serta daftar pelaksanaan anggaran 
(DPA) bagi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, 
kuasa pengguna anggaran harus menyusun sendiri RKA dan DPA. Hanya 
saja, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan 
keuangan publik tidak mengatur secara expressis verbis kewenangan itu. 
Namun, secara implisit dapat ditemukan dalam UU No. 1 Tahun 2004, 
misalnya Pasal 17 yang telah dikutip di muka, esensialitanya menyatakan 
kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut 
dalam DPA yang telah disahkan dan oleh karenanya berwenang 
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mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran 
yang telah ditetapkan. 
DPA merupakan dokumen yang memuat rincian sasaran yang 
hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk 
mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana serta 
pendapatan yang diperkirakan. Dokumen ini disusun setelah APBD 
ditetapkan, sementara APBD disusun berdasarkan RKA yang telah 
ditelaah oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Artinya, DPA 
disusun dengan mengacu pada RKA yang terkompilasi dalam APBD. 
Apabila yang diacu RKA yang tak lain adalah produk penyusun DPA 
tentunya kewenangan menyusun RKA inherent dengan kuasa pengguna 
anggaran, atau dengan nada yang tegas, kepala unit kerja mempunyai 
kewenangan menyusun RKA sendiri yang terpisah dari RKA-SKPD. 
Namun, dikarenakan unit kerja secara organisatoris merupakan bagian 
dari SKPD maka RKA unit kerja dikonsolidasikan dalam RKA-SKPD, 
sehingga tidak mungkin terjadi ‘gap’ antara keduanya. RKA unit kerja 
harus disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) secara 
parsial, tidak ‘membonceng’ pada pengesahan RKA-SKPD. Hal ini yang 
luput dari substansi materi PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 
Tahun 2006, dan Permendagri No. 59 Tahun 2007. Alhasil, kuasa 
pengguna anggaran dikonsepsikan tidak mempunyai kewenangan 
menyusun RKA dan DPA sendiri. Jika demikian, apa bedanya dilimpahkan 
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atau tidak kuasa pengguna anggaran seperti ini? Bukankah dalam 
keseharian memang mereka menjalankan tugas-tugas kepala SKPD. 
Kewenangan kuasa pengguna anggaran selaku ‘eksekutor’ fungsi 
ornonancering juga ditemukan dalam PP No. 58 Tahun 2005 yang 
tersebar pada beberapa pasal, yaitu Pasal 65 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), 
(2) dan (3) berupa kewenangan menerbitkan surat perintah membayar 
(SPM) uang persediaan (SPM-UP), SPM ganti utang persediaan (SPM-
GU), dan SPM tambahan uang persediaan (SPM-TU). Selengkapnya 
diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006, Pasal 211 ayat (1) yang 
mencakup SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, dan SPM langsung (SPM-LS). 
Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan seluruh kewenangan 
kuasa pengguna anggaran, kepala unit kerja berdasarkan Pasal 12 ayat 
(1) PP No. 58 Tahun 2005 jo. Pasal 12 ayat (1) Permendagri No. 13 
Tahun 2006 menunjuk PPTK untuk membantu melaksanakan program 
dan kegiatan pada unit kerja yang dipimpinnya. PPTK berdasarkan Pasal 
12 ayat (2) PP No. 58 Tahun 2005 jo. Pasal 12 ayat (5) Permendagri No. 
13 Tahun 2006 mempunyai tugas (i) mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan, (ii) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan (iii) 
menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 
kegiatan. 
Selain PPTK, sebenarnya masih ada pejabat lainnya yang dapat 
membantu kepala unit kerja dalam menjalankan kewenangan yang 
dibebankan kepadanya, yaitu PPK. Pejabat yang melaksanakan fungsi 
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tata usaha keuangan ini ditemukan pengaturannya dalam PP No. 58 
Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 masing-masing pada 
Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1). Tugasnya berdasarkan ayat (2) 
pasal-pasal tersebut, jika dirangkum mencakup (i) meneliti kelengkapan 
surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan 
jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan 
diketahui/disetujui oleh PPTK, (ii) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, 
SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya 
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
diajukan oleh bendahara pengeluaran, (iii) melakukan verifikasi SPP, (iv) 
menyiapkan SPM, (v) melakukan verifikasi harian atas penerimaan, (vi) 
melaksanakan akuntansi SKPD (garis bawah: penulis), dan (vii) 
menyiapkan laporan keuangan SKPD. (garis bawah: penulis) 
Pencantuman kata ‘SKPD’ dalam rumusan ayat (2) pasal-pasal 
tersebut mengenai tugas PPK bermakna PPK adalah fenomena SKPD, 
hanya ada atau dijumpai pada SKPD, atau dengan nada kontrario, PPK 
tidak dikenal dalam lingkup unit kerja. Itulah sebabnya, PP No. 58 Tahun 
2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tidak menjelaskan tentang 
pejabat (fungsi) usaha keuangan pada unit kerja. Jadinya, pejabat (fungsi) 
itu menginduk di SKPD. Tafsir ini juga terbingkai tatkala mengkomparasi 
rumusan ketentuan mengenai PPTK in casu Pasal 12 ayat (1) PP No. 58 
Tahun 2005 jo. Pasal 12 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 dengan 
ketentuan mengenai PPK in casu Pasal 14 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 
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jo. Pasal 13 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006. Dengan 
membandingkan rumusan pasal-pasal tersebut, terlihat perbedaan pada 
subjek yang dibantu, yaitu ketentuan mengenai PPTK menyebut ‘pejabat 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran’, sedangkan ketentuan 
mengenai PPK hanya menyebut ‘kepala SKPD’ yang tak lain adalah 
pejabat pengguna anggaran. Perbedaan ini membingkai makna bahwa 
kuasa pengguna anggaran tidak didisain memiliki PPK sendiri, disain yang 
melenceng dari konsep kuasa pengguna anggaran yang sebenarnya. 
Kuasa pengguna anggaran adalah entitas akuntansi yang memiliki 
kewenangan (delegasi tingkat ketiga) penggunaan anggaran dalam 
lingkup unit kerja, karena itu mestinya mempunyai PPK sendiri, tidak 
menyatu atau menginduk di PPK-SKPD. 
Fungsi dasar lainnya yang harus ada dalam pelaksanaan anggaran 
adalah fungsi kebendaharaan. Fungsi ini inherent dengan kewenangan 
pengelolaan keuangan daerah yang dilimpahkan oleh kepala daerah 
kepada kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran dan kepala unit 
kerja selaku (pejabat) pengguna anggaran. Namun, pelaksanaan fungsi 
kebendaharaan, sesuai kaidah check and balance dalam proses 
pelaksanaan anggaran, meniscayakan pemisahan dengan kewenangan 
administratif. Karena itu, kewenangan kebendaharaan secara fungsional 
dilaksanakan oleh bendahara. Seperti halnya pengguna anggaran, kuasa 
pengguna juga harus di-back up dengan jabatan (fungsi) kebendaharaan, 
yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Dari dua 
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jabatan ini, bendahara pengeluaran dapat dikatakan merupakan 
representasi fungsi dasar kebendaharaan. Dikatakan demikian, karena 
tidak ada program dan kegiatan unit pemerintahan yang tidak menyerap 
anggaran. Sebaliknya, tidak semua program dan kegiatan menghasilkan 
uang. Artinya, jabatan bendahara penerimaan diadakan sepanjang 
program dan kegiatan yang dilaksanakan memang menghasilkan uang 
pendapatan daerah (Sugiyono, Tribun Timur, 23 Maret 2007). 
Dalam PP No. 58 Tahun 2005 tidak ditemukan ketentuan mengenai 
jabatan kebendaharaan pada level kuasa pengguna anggaran, demikian 
pula halnya Permendagri No. 13 Tahun 2006, padahal ketentuan Pasal 5 
UU No. 1 Tahun 2004 mengimplisitkan jabatan itu dengan rumusan ‘. . . 
walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah . . . menetapkan Kuasa 
Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara 
Pengeluaran’. ‘Kelalaian’ ini tampaknya disadari kemudian dengan 
mengadopsikan jabatan kebendaharaan pada level kuasa pengguna 
anggaran dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) Permendagri No. 59 Tahun 
2007 yang menyatakan: 
Sebagai peraturan yang bersifat spesifik, ketiganya memang hanya 
dimaksudkan untuk mengatur para (pejabat) pengelola keuangan daerah. 
Mereka-lah yang meng-enforce-nya sesuai substansi meteri yang diatur 
oleh peraturan itu. Selanjutnya, dikarenakan substansi materi peraturan itu 
melenceng dari konsep kuasa pengguna anggaran yang diadopsikan 
dalam UU No. 1 Tahun 2004, tentu saja tampakan implementasinya 
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berbeda dengan yang dipraktikkan pada perangkan Pemerintah 
(kementerian negara, lembaga pemerintah non-kementerian negara, dan 
lembaga negara). Jadi, kebedaan tampakan implementasi itu bukan 
disebabkan oleh kesalahkaprahan pemerintah daerah dalam menafsirkan 
konsep kuasa pengguna anggaran -seperti diasumsikan di awal riset ini, 
tetapi lebih disebabkan oleh kekeliruan peraturan di bawah UU dalam 
menjelaskan konsep tersebut. 
 
Implementasi Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
Di atas telah dijelaskan bahwa ruang lingkup kewenangan (scope of 
authority) pengelolaan keuangan daerah sangatlah luas. Dari sisi proses, 
kewenangan tersebut mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang 
berkaitan dengan pengelolaan sub bidang fiskal/anggaran dan sub bidang 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (vide Penjelasan Umum 
UU No. 17 Tahun 2003, Angka 3), mulai dari perumusan kebijakan dan 
pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Tidaklah 
mungkin keseluruhan proses itu dilaksanakan sendiri oleh kepala daerah. 
Dalam pelaksanaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian 
kewenangannya kepada pejabat-pejabat di bawahnya, antara lain kepala 
SKPD selaku pejabat pengguna anggaran. Dengan pelimpahan 
kewenangan tersebut, kepala SKPD mengemban tanggung jawab yang 
besar dalam pelaksanaan anggaran dalam lingkup satuan kerjanya. Untuk 
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meringankan beban tanggung jawab itu, peraturan perundang-undangan 
di bidang pengelolaan keuangan publik memberi keleluasaan kepada 
pejabat pengguna anggaran untuk mengambil keputusan apakah 
kewenangan tersebut dilaksanakan sendiri dengan memanfaatkan PPTK-
SKPD dan PPK-SKPD yang ada, ataukah melimpahkan sebagian 
kewenangannya melalui mekanisme kuasa pengguna anggaran 
berdasarkan pertimbangan objektif tertentu sebagaimana disyaratkan oleh 
Pasal 11 ayat (3) PP No. 58 Tahun 2005 jo. Pasal 11 ayat (2) 
Permendagri No. 59 Tahun 2007, yaitu pertimbangan tingkatan daerah, 
besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, 
kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. 
Pelimpahan kewenangan dengan mekanisme kuasa pengguna 
anggaran secara implementatif dijumpai antara lain pada SKPD Kota 
Makassar, misalnya sekretariat daerah di kala tahun pertama berlakunya 
Permendagri No. 13 Tahun 2003 (tahun anggaran 2007). Seperti 
dijelaskan oleh M. Anis Kama, Sekretaris Daerah Kota Makassar, ketika 
itu Walikota Makassar atas usul sekretaris daerah menetapkan semua 
kepala bagian dalam lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar selaku 
kuasa pengguna anggaran. Penetapan tersebut dilaksanakan sebelum 
dimulainya tahun anggaran berkenaan (wawancara pada 12 Agustus 
2009).  
Menyusul penetapannya sebagai (pejabat) kuasa pengguna 
anggaran, kepala bagian menetapkan semua kepala sub bagian selaku 
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PPTK unit kerja. Ditunjuknya semua kepala sub bagian selaku PPTK unit 
kerja tidak bermakna imperatif, tetapi fakultatif sesuai dengan kebutuhan 
berdasarkan pertimbangan objektif tertentu sebagaimana tersirat dari 
ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) PP No. 58 Tahun 2005 
jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang 
esensialitanya menyebutkan bahwa kuasa pengguna anggaran dalam 
melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja 
selaku PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran 
kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan 
objektif lainnya. Namun, ketentuan ini menyisakan persoalan. Tatkala 
penunjukan PPTK dalam lingkup kuasa pengguna ditentukan bersifat 
fakultatif dan faktisitasnya memang tidak ditunjuk, konsekunesi logisnya 
adalah kepala bagian selaku (pejabat) kuasa pengguna anggaran yang 
melaksanakan sendiri tugas-tugas yang dibayangkan sebagai tugas 
PPTK. Hal ini tentu saja menimbulkan ‘extra-burden’ yang memberatkan 
(pejabat) kuasa pengguna anggaran. 
Interperatasi bahwa pelembagaan PPK hanya dikenal dalam lingkup 
pengguna anggaran memang sesuai isi Pasal 13 ayat (1) Permendagri 
No. 13 Tahun 2006, namun menyimpang (deviate) dari konsepsi kuasa 
pengguna anggaran yang ‘genuine’. Secara konseptual, kuasa pengguna 
anggaran tidaklah berbeda dengan pengguna anggaran. Jika kuasa 
pengguna anggaran ditunjuk untuk membantu kepala SKPD in casu 
Sekretaris Daerah Kota Makassar maka pengguna anggaran ditunjuk 
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untuk membantu kepala daerah in casu Walikota Makassar. Kuasa 
pengguna anggaran memikul tanggung jawab pengelolaan anggaran 
dalam lingkup unit kerja, sementara kuasa pengguna anggaran memikul 
tanggung jawab yang serupa dalam lingkup satuan kerja (SKPD). 
Keduanya memiliki kewenangan penuh untuk ‘mengeksekusi’ pengelolaan 
anggaran dalam lingkup kerja masing-masing.  
Tidak sekadar berbeda dengan tampakan struktur kuasa pengguna 
anggaran pada perangkat Pemerintah (kantor wilayah kantor 
departemen). Lebih dari itu, struktur kuasa pengguna anggaran yang tidak 
memiliki jabatan (fungsi) kebendaharaan yang berdiri sendiri seperti 
diungkapkan di atas, jelas menyimpang (deviate) dari konsep kuasa 
pengguna anggaran yang ‘genuine’. Perspektif konseptual meniscayakan 
tiga fungsi dasar dalam struktur kuasa pengguna anggaran, yaitu pembuat 
komitmen, pengujian, dan kebendaharaan -di bidang pengeluaran. 
Dikatakan fungsi dasar, karena ketiganya merupakan unsur materiil kuasa 
pengguna anggaran. Tanpanya, unit kerja hakikatnya bukan merupakan 
kuasa pengguna anggaran. 
Serupa dengan sekretariat daerah, Badan Perencanaan 
Pembangunan (Bappeda) Kota Makassar juga pernah memberlakukan 
kuasa pengguna anggaran pada tahun anggaran 2007. Dijelaskan oleh 
responden yang sama, M. Anis Kama -saat ini masih menjabat Kepala 
Bappeda Kota Makassar, implementasi kuasa pengguna anggaran pada 
unit kerja Bappeda mempunyai tampakan yang serupa dengan unit kerja 
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sekretariat daerah. Perbedaan hanya mengenai jangkauan 
pemberlakuannya. Kalau pada sekretariat daerah, semua unit kerja 
(bagian) ditunjuk selaku kuasa pengguna anggaran, pada Bappeda, tidak 
semua unit kerja (bagian, bidang) ditunjuk selaku kuasa pengguna 
anggaran. Hanya satu dari lima unit kerja yang ditunjuk, yaitu Bidang 
Penelitian dan Pengembangan Daerah. Bertindak selaku PPTK adalah 
para kepala sub bidang pada unit kerja berkenaan, sementara PPK yang 
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sehubungan dengan 
pelaksanaan kegiatan pada unit kerja tersebut masih diintegrasi di PPK-
SKPD (Bappeda), sehingga dengan demikian tugas meneliti dan 
memerifikasi SPP, menyiapkan SPM serta tugas tata usaha keuangan 
lainnya pada unit kerja dimaksud, seperti menyiapkan SPM, verifikasi 
harian atas penerimaan, ekuntansi unit kerja, dan menyiapkan laporan 
keuangan unit kerja, tetap dilaksanakan oleh PPK-SKPD.  
Faktisitas pemberlakuan kuasa pengguna anggaran pada 4 (empat) 
SKPD tersebut di atas mengesankan seakan bersifat ‘trial’, karena 
pemberlakuannya hanya satu tahun anggaran (2007), sesudahnya tidak 
lagi. Padahal, dilihat dari aspek pertimbangan pemberlakuan kuasa 
pengguna anggaran (vide Pasal 11 ayat (2) Permendagri No. 59 Tahun 
2007), pemberlakuannya memiliki relevansi yang makin kuat seiirng 
dengan makin meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pemanfaatan 





Simpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya 
adalah: 
1. Kuasa pengguna anggaran merupakan perwujudan pelimpahan 
kewenangan mengelola anggaran dalam lingkup (scope of authority) 
unit kerja yang menjangkau (domain of authority) seluruh rangkaian 
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran,  mulai dari 
penyusunan RKA dan DPA, membuat komitmen yang mengakibatkan 
terjadinya penerimaan atau pengeluaran, memungut penerimaan, 
mengajukan permintaan pembayaran -dalam bentuk SPP, menguji 
SPP dan memerintahkan pembayaran -dalam bentuk SPM- sampai 
dengan penyusunan laporan keuangan -berupa laporan laporan 
realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. 
Implikasi dari pelimpahan kewenangan dimaksud adalah 
melembaganya (pejabat) kuasa pengguna anggaran, PPTK, PPK, dan 
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada unit kerja. 
2. Tampakan implementasi kuasa pengguna pada perangkat daerah  
merupakan representasi makna dan implikasi kuasa pengguna 
anggaran yang dijelaskan oleh PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri 
No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya (Permendagri No. 59 Tahun 
2007), namun tampakan implementasi tersebut berbeda bahkan 
menyimpang (deviate) dari konsep kuasa pengguna anggaran yang 
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